PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 17 TAHN 1960
TENTANG
KCGPRA

Presi den Republ i k | ndonesi a,

Meni nbang :

bahwa berhubung dengan pentingnya kopra sebagai bahan pokok kebutuhan
rakyat dan agar dapat tercapai manfaat yang sebesar-besarnya dari hasil
kopra tersebut guna kesejahteraan Negara dan nasyarakat |ndonesia
sel uruhnya, khususnya nasyarakat petani kelapa didaerah-daerah yang
nenghasi | kan kopra, di anggap perlu nmengadakan peraturan tentang kopra, yang
nel i puti produksi, pengol ahan, perdagangan serta peredaran kopra dan hasil -
hasi| kel apa | ainnya, dalamarti kata yang sel uas-| uasnya;

Mengi ngat
1. pasal 4 ayat (1 ) Whdang-undang Dasar Repul i k | ndonesi a;
2. Peraturan Presiden No. 8 tahun 1960 tentang Dewan Bahan Makanan;

Mendengar
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 19 Juli 1960;

Mermut uskan:

Menet apkan :
Peraturan Presi den tentang kopra.

Pasal 1

(1 Cal am peraturan ini yang di naksud dengan kopra, ialah selain dari
kopra, juga mnyak kel apa, bungkil, buah kel apa dan hasil-hasil buah
kel apa | ai nnya.

(2) Kopra sebagai bahan pokok kebutuhan rakyat, diatur oleh dan
di t enpat kan di bawah pengawasan Penerintah c.q. Dewan Bahan Makanan.

Pasal 2

(1) Dalamlingkungan Dewan Bahan Makanan di bent uk suatu Seksi dengan nana
Badan Wusan Kopra, selanjutnya disebut Badan, yang nenpunyai tugas
nenbantu Dewan Bahan Mikanan dalam nenentukan kebij aksanaan
Pereri nt ah mengenai persoal an kopra dalamarti yang sel uas-| uasnya.

(2) Badan nerunuskan kebijaksanaan Penerintah sebagai yang tersebut pada
ayat (1) pasal ini, yang nenpunyai tujuan:

a. nenper besar produksi dengan cara nenberi bantuan kepada usaha-
usaha kearah perenaj aan dan perluasan serta perbai kan tanaman
kel apa;

b. nenpertinggi mutu kopra dengan cara nenberi bantuan kepada
usaha-usaha kearah nenper bai Ki cara-cara dan alat-alat
penbuat an kopra serta adanya standardi sasi kopra | ndonesi a;

C. nenj amn kenaj uan dan per kenbangan peri ndustrian di dal am neger i
pada | apangan pengol ahan hasi| pohon kel apa;
d. nengat ur perdagangan kopra di I ndonesia, baik untuk menenuhi

kebut uhan di dal am negeri naupun untuk di ekspor, dengan jal an;



(1)

(2)
(3)
(4)
(9)

(1)
(2)

nenyehat kan perdagangan kopra didalam negeri. nenperbesar
ekspor kopra keluar negeri. nenstabilisasi harga kopra di dal am
negeri, nenperluas pasar penjual an kopra serta nendirikan dan
nenper | uas pasar hasil-hasil lain dari pohon kel apa | ndonesi a;

e. nenperti nggi ti ngkat hi dup pet ani kel apa dengan
nenper kenbangkan Koper asi Kopr a;

f. nenper j uangkan dan nenpertahankan kedudukan | ndonesia sebagai
Negar a penghasi | kopra dal amforumi nt ernasi onal ;

g. nenper kenbangkan research dan |ain-lain usaha yang berhubungan
dengan urusan kopr a.

Pasal 3

Badan terdiri dari :

a. Ment eri Perdagangan sebagai anggot a nerangkap Ket ua,

b. Menteri Pertani an sebagai anggota nerangkap Vékil Ketua |

C. Menteri Transmgrasi Koperasi dan Penbangunan Masyarakat Desa

sebagai anggota nerangkap Vékil Ketua I1.

d. Menteri Perindustrian Rakyat sebagai anggota nerangkap VeKki l
Ketua II11.

e. Menteri Perhubungan Laut sebagai anggota nerangkap Vékil Ketua
V.

f. Seorang dari Staf Menteri Produksi sebagai anggot a,

g. Seorang dari Staf Menteri D stribusi sebagai anggot a,

h. Seorang Véki| Departenen Perdagangan sebagai anggot a,

i Seorang Vékil Departenen Pertani an sebagai anggot a,

] - Seorang Vekil Departenen Transmgrasi, Koperasi dan Penbangunan
Masyar akat Desa sebagai anggot a.

k. Seorang Vékil Departenen Perindustrian Rakyat sebagai anggot a.

. Seor ang ki | Depart eren Per hubungan Laut sebagai
anggot a.

m Seorang Vekil Departenen Dal am Negeri dan G onom Daer ah sebagai
anggot a.

n. Seorang Vékil Departenen Luar Negeri sebagai anggota dan

0. Seorang Vékil Departenen Perindustrian Dasar/Pertanbangan
sebagai anggot a.

Jikal au dianggap perlu, juntah anggota Badan dapat di-tanbah dengan

pal i ng banyak enpat orang, atas usul Badan.

Veki | -wakil Staf Menteri/Departenen tersebut pada ayat (1) pasal ini,

di tunjuk ol en Menteri yang bersangkut an.

Anggot a- anggota Badan di angkat dan diberhentikan ol eh Ketua Dewan

Bahan Makanan.

Badan bertindak atas nana Dewan Bahan Mikanan dan atas segal a

ti ndakannya bert anggung-j anab kepadanya.

Pasal 4
Pada Badan diperbantukan seorang Sekretaris, yang diangkat dan

di ber henti kan ol en Ketua Badan.
Sekretaris tersebut pada ayat (1) pasal ini nenpunyai tugas:

a. nengunpul kan dan nenyi apkan segal a bahan dan keterangan yang
di but uhkan ol eh Badan.
b. nengaj ukan sar an- sar an/ perti nbangan- perti nbangan kepada Badan

tentang hal -hal yang termasuk kebijaksanaan Penerintah dal am



persoal an kopra sebagai yang tersebut. pada pasal 2 ayat (2)
peraturan ini.

C. nel aksanakan segal a keput usan Badan.

d. nenberi | aporan-| aporan kepada Badan tentang pel aksanaan dari
pada keput usan- keput usan Badan.

Pasal 5

(1) Wekil-wakil Saf Menteri/Departenmen dalam Badan, sebagai yang
tersebut pada pasal 3 ayat (1) huruf f sanpai dengan huruf o,
nerupakan suatu Team Tenaga Ahli, yang nenpunyai tugas nengawasi
pel aksanaan segal a keput usan Badan yang di -j al ankan ol eh Sekretari s.

(2) Dal am nel aksanakan tugasnya. Team tersebut pada ayat (1) pasal ini
ber pedoman pada suatu peraturan tata-tertib yang terlebih dahulu
di sahkan ol eh Badan.

(3) Weékil-wakil Saf Menteri/Departenen anggota Badan tersebut pada pasal
ini, nenpunyai kekuasaan penuh dari Staf Departenen yang diwakilinya,
sehi ngga segal a keputusan Badan tersebut pada pasal 4 ayat (2) huruf
c dan keputusan Team tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini,
nenpunyai nilai keputusan Departenen yang ber sangkut an.

Pasal 6

Cal am nel aksanakan keputusan Badan tersebut pada pasal 5 ayat (3)
Sekretaris atas nama Badan nengel uarkan perat uran-peraturan pel aksanaan,
yang wajib ditaati ol eh instansi-instansi dari Cepartenen  yang
ber sangkut an.

Pasal 7

I nduk Koperasi Kopra Indonesia (I.KKI.) ditunjuk sebagai aparat Badan
dal am nel aksanakan  keput usan-keputusan Badan tentang pengol ahan,
pengunpul an dan perdagangan kopra serta hal-hal |ain yang erat hubungannya
dengan itu.

Pasal 8

Cal am nel aksanakan tugasnya yang nmengenai pengol ahan, pengunpul an dan
perdagangan kopra, |Induk Koperasi Kopra Indonesia (I.KKI1.) nenerina
pet unj uk-petunj uk dari Badan dan atas segal a tindakannya dalam hal ini
| nduk Koperasi Kopra Indonesia (I.K K 1.) bertanggung-jawab kepada Badan.

Pasal 9

(1) Induk Koperasi Kopra Indonesia (I.KKI.) nenpunyai tugas turut
berusaha dal am nenbent uk Koperasi-koperasi Kopra diseluruh daerah
kopra dal amw | ayah | ndonesi a.

(2) Dalamhal yang tersebut pada ayat (1) pasal ini Menteri Transmgrasi,
Koperasi dan Penbangunan Masyarakat Desa atau nama Badan mengel uar kan
per at ur an- per at ur an pel aksanaannya.

Pasal 10

(1) Segala biaya yang bersangkutan dengan pel aksanaan dari pada perat uran



ini, dibebankan pada hasil permungutan yang di adakan terhadap ijin-
ijin ekspor dan ijin-ijin alokasi yang diberikan kepada perusahaan-
per usahaan di dal am negeri .

(2) Menteri Perdagangan atas nana Badan, tiap-tiap tahun kal ender
nenet apkan besarnya juntah penungutan tersebut pada ayat (1) pasal
ini dan nenentukan selanjutnya cara bagai nana penungutan tersebut
di | aksanakan.

Pasal 11

Segal a peraturan nengenai pengol ahan, pengunpul an dan perdagangan kopra
termasuk peraturan-peraturan pel aksanaannya, yang telah ada sebelum
ber| akunya peraturan ini, tidak berlaku | agi.

Pasal 12

(1) Peraturan-peraturan lebih lanjut untuk el aksanakan Peraturan
Presiden ini, ditetapkan ol en Badan atas nama Dewan Bahan Makanan.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Presiden ini,
di t et apkan ol en Dewan Bahan Makanan.

Pasal 13
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari di undangkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, menerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara Republik
| ndonesi a.
Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 1960
Presi den Republ i k | ndonesi a,

Tt d.
SCEKARNO
O undangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1960
Ment eri  Kehaki nan,
Tt d.
SAHARDIO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN No. 17 TAHWN 1960
t ent ang
KCPRA
UMM

Dal am nenghadapi persoalan kopra di Indonesia, dengan tujuan



tercapainya nanfaat yang sebesar-besarnya dari hasil kopra guna
kesej aht eraan Negara dan masyarakat |ndonesia, khususnya nasyarakat petani
kel apa di daerah-daerah yang nenghasilkan kopra, mnaka Penerintah dalam
nenj al ankan kebi j aksanaannya nelihat beberapa kepentingan yang harus
di perhatikan ial ah :

a. kepentingan rakyat, vyang nenerlukan bahan kelapa dan hasil
pengol ahannya unt uk nenenuhi kebut uhan manusi a akan gemuk nakanan;
kepenti ngan nmasyar akat petani kel apa sebagai produksi kopra:

kepenti ngan perindustrian di dal amnegeri guna penbangunan ekonom ;
kepenti ngan usaha dagang didal am dan diluar negeri guna kenaknuran
dan kesej aht er aan rakyat .

Qoo

Mengi ngat pentingnya kopra ini, maka sudah sewajarnya dan pada
tenpatnya kopra ini diatur dan ditenpatkan di banah pengawasan Peneri ntah,
dalam hal ini Dewan Bahan Mkanan, karena kopra nerupakan bahan pokok
kebut uhan rakyat .

Untuk keperluan ini dal am |ingkungan Dewan Bahan Makanan di bent uk
suatu Seksi, Yang dinanakan Badan U usan Kopra, dal am mana duduk sebagai
anggota Menteri-nenteri dan Veékil-wakil Staf Menteri Departenen yang
nenpunyai kepentingan dan ada sangkutpautnya dengan naksud dan tujuan
Penerintah tersebut diatas.

Badan Wusan Kopra ini nenbantu Dewan Bahan Makanan dal am nenent ukan
policy Penerintah nengenai persoal an kopra dalamarti yang sel uas-| uasnya.
Dal am hubungan ini ol eh Badan U usan Kopra dirumuskan per at uran- per at ur an,
i nstruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk yang neliputi senua bidang yang
nenyangkut persoal an kopr a.

Keput usan- keput usan Badan Wusan Kopra dilaksanakan ol eh seorang
Sekretaris, yang disanping itu berkewaiban pula nengum pul kan dan
nenyi apkan bahan- bahan dan ket er angan- ket erangan yang di but uhkan ol eh Badan
U usan Kopra, juga nengaj ukan saran-saran perti nbangan- perti nbangan tentang
hal - hal yang ternasuk policy Penerintah dalamhal ini.

Untuk praktisnya dan nenpernudah jalannya pekerjaan, naka
pengangkatan Sekretaris dari pada Badan Uusan Kopra diserahkan kepada
Menteri Perdagangan sel aku Ket ua Badan tersebut.

Mengi ngat, bahwa keput usan- keput usan nengenai pol i cy Penerintah yang
di | aksanakan ol eh Sekretaris itu nengenai beberapa bidang, yang nenjadi
wewenang Staf Menteri/Departenen-departenen yang nenpunyai waekil dal am
Badan W usan Kopra, maka pertanggungan-jawab atas segal a ti ndakannya adal ah
kepada Badan U usan Kopr a.

Veki | -wakil Staf Menteri/Departenen yang duduk dal am Badan W usan
Kopra, yang pada hakekat nya nerupakan tenaga-tenaga ahli dal am bent uk suat u
team ditugaskan untuk nengawasi pel aksanaan keput usan-keputusan Badan
Uusan Kopra yang dilakukan oleh Sekretaris. Dengan demkian dan
berdasarkan suatu peraturan tata-tertib, teaminilah yang dal am prakt eknya
sel al u berhubungan dengan Sekretaris untuk nenecahkan kesulitan-kesulitan
yang tinbul dal am nel aksanakan tugas serta nenberi | aporan-|aporan tentang
peker j aannya.

Sebagai appar at Badan U usan Kopr a unt uk nel aksanakan
keput usan- keput usan yang nengenai pengol ahan, pengunpul an dan per dagangan
kopra, ditunjuk |.KKI. vyang pada sekarang ini telah nenpunyai

anggot a- anggot a Koper asi Kopra di berapa daerah dan secara ber angsur-angsur
akan nengenbangkan sayapnya didaerah- daerah kopra seluruh |ndonesia.
Proses perkenbangan Koperasi Kopra ini akan dapat dipercepat dengan
berpedoman pada Peraturan Peneintah No. 60 tahun 1959 dan dengan



kegi at an- kegi atan yang dilancarkan ol eh Badan Penggerak Koperasi sanpai
di daer ah- daer ah sebagai yang tel ah diinstruksikan oleh P.Y.M Presiden.

Calam nenjal ankan policy Penerintah dalam persoalan kopra ini
di but unkan biaya, yang kecuali untuk keperluan Sekretariat juga untuk
nengadakan perengj aan tanaman kel apa dan perl uasan kebun- kebun kel apa serta
unt uk dapat menj amn per kenbangan dan kenaj uan i ndustri .

Untuk keperluan ini diadakan penungutan terhadap |isensi- |isensi
ekspor kopra dan ijin-ijin alokasi kopra vyang diberikan kepada
per usahaan- per usahaan i ndustri. Dengan dem ki an bukannya petani kel apa yang
nenprodusir kopra yang kena, akan tetapi eksportir dan pengusaha- pengusaha
i ndustri.

Cengan adanya peraturan integral nengenai kopra sebagai Yyang
di wuj udkan dal am Peraturan Presiden ini, naka agar supaya jangan terjadi
si npang-si ur dal am j al annya pengat uran kopra, perat uran-peraturan nmengenai
pengol ahan, pengunpul an dan perdagangan kopra yang telah ada sebel um
ber | akunya Perat uran Presiden ini, di hapuskan, msal nya :

a. Keput usan Perdana Menteri No. 31 /PM KB 1958;
b. Keput usan Perdana Menteri No. 2/ PM KB/ 1959;

C. Keputusan Menteri Perdagangan tentang penunjukan kopra daerah
(Banten, Lanpung Sel atan, Jawa Tinur);
d. Keput usan Peperda Jawa Tengah tentang penunj ukan kopra sebagai barang

yang di awasi ol eh Penerintah untuk Jawa Tengah.

Peraturan Presiden ini nenberi kesenpatan kepada Dewan Bahan Makanan
unt uk nengadakan peraturan-peraturan yang diperlukan, disesuaikan dengan
keadaan dan per kenbangan daer ah masi ng- nasi ng.

[1. PASAL DEM PASAL
Pasal 1

Istilah kopra ini dibikin sangat |uas dengan naksud agar Penerintah
dapat nengaturnya dan dapat tercapai manfaat yang sebesar-besarnya dari
hasi| kopra, sebagai yang diingi nkan ol eh Penerint ah.

Cal am hubungan ini sudah pada tenpatnya kopra ditenpatkan di banah
pengawasan Peneri nt ah.

Pasal 2

Tent ang penbent ukan Badan Wusan Kopra sudah jelas diterangkan dal am
penj el asan unum

Pasal 3

Menteri-nenteri dan Vékil-wakil Staf Menteri/Departenen dal am Badan
U usan Kopra sermuanya nenpunyai kepentingan dal am per soal an kopr a.

Pasal 4

Tentang Sekretariat Badan Wusan Kopra sudah jelas diterangkan dal am
penj el asan unum

Pasal 5



Badan Wusan Kopra tidak nerupakan badan yang organik dalam
peneri ntahan, sehingga diperlukan suatu ketentuan, bahwa Vékil-wakil S af
Menteri Departermen yang duduk dal am Badan itu nenpunyai kekuasaan penuh
dari Staf Menteri/Departenennya. Dengan demkian nilai dari pada keputusan
Badan Wusan Kopra adal ah sana kuatnya dengan suatu keputusan Menteri,
sehingga wajib ditaati ol eh instansi-instansi dal amlingkungan Saf Menteri
Cepartenen yang bersangkutan. Mengenai Team Tenaga Ahli  sudah jelas
di t erangkan dal am penj el asan unum

Pasal 6
Li hat penj el asan pasal 5.
Pasal 7 dan 8
Qukup dij el askan dal am penj el asan unum
Pasal 9

Vél aupun sudah nenjadi tugas dari pada Menteri Transmgrasi, Koper asi
dan Penbangunan Masyarakat Desa untuk nengatur koperasi, ternasuk Koper asi
Kopra, dalam pasal ini dipandang perlu di adakannya suatu ketentuan, bahwa
Menteri Transmgrasi, Koperasi dan Penbangunan Masyar akat Desa nengel uar kan
perat uran-peraturan pel aksanaan nengenai penbent ukan Koper asi - koper asi
Kopra di sel uruh daerah kopra dal amw | ayah I ndonesia. Dalamhal ini Menteri
bertindak atas nama Badan Wusan Kopra, yang berarti, bahwa
per at uran-peraturan yang dikeluarkan itu adal ah sesuai dengan policy yang
di t et apkan ol en Badan U usan Kopr a.

Pasal 10

Maksud penungut an sudah dij el askan dal am penj el asan unum Pengat ur an
dari pada penungutan ini ditugaskan kepada Menteri Perdagangan, karena yang
di kenakan penungut an adal ah t er masuk dal am bi dangnya.

Maksud untuk nengadakan penetapan besarnya jumiah penungutan sel ama
tiap-tiap tahun, ialah nengingat perkenbangan harga kopra di dal am negeri
dan untuk nenjaga jangan sanpai permungutan itu dirasa berat ol eh yang
ber sangkut an.

Karena kopra bukan "seizoen-product” naka yang di pakai adal ah tahun
kal ender dari 1 Januari sanpai dengan 31 Desenber.

Pasal 11 sanpai dengan 13.
Qukup | el as.
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